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Abstrak
Madrasah schagai salah satu sub-sistelu dad

sistClll ·pcndidikan nasional menghadapi berbagai
lnasalah, baik dari Illar (globalisasi) maupundari
dahllll (tcrhatasnya sumberdaya Inanusia dan
diratitikasinya lJU No. 22 Th. 1999) Jnenganduog
kOllsckucnsinya tcrscndiri. Untuk Jllcnghadapi
.nasaJah/tantangan tcrschut perJu diadakan berbagai
usaha: rcf()rluasi dan rcorientasi (telah, sedang dan
tefltS dilaksanakan).

Rcfornlasi yang telah, sedang dan akan· terus
dHaks(lllakan aotara lain dari aspek kebijakan,
lnisalnya nlonent\,kan format ke depan, opsi-opsi
af'iliasike Dcpdiknas atau Depag yanglnengandung
pelbagai konsekucnsi dan implikasinya (ternlasuk
kesetaraan dengan sekolah umum). Usaha lainberupa
pcningkatClnslItnbcr daya manusia (melalui berbagai
tcrobosc:ul), pClnbentukan lnadrasah Inodel,. Illadrasah
tcrpadu, dan sebagainya. Reorientasi pendidikall Islaln
di MadrasHh dihtkukan antara lain penataan nlisi, visi
dan fUllgsi 1l1adrasah, Inelalui· diversifikasi, jurusan
aluu progranl (yang tadinya dominan ke program
'\ltHguUlftait, '.rldH HitI-'- P' ••gnun ktligI1ItUU111, IIItHHU.

kctcnul1pilan.atau kcjuruan) dengall ."ctap Illcnjadikan
l:iri khasl1ya. "

I)cngan diadakannya berbagai usaha te.-sebut,
diharapkan bisa schagai solusi awal (harapan baru)
untuk Incnjawab tantangan ke depan dan IClllbaga
pendidikan ini dap(lt berperan lebih yang lebih besar
lugi della," kCl"ungku pellyiapan sumber daya insani
yang mempunyai kelnarnpuan yang kompetitif dan
nilui Ichih . mcnguasai ilmu pengetahuan dan
tcknologi dan luemiliki akhlak mulia.

Katu kunei: f{cf()rnlHsi. reorientasi, dan madrasah.

Abstract"

'rhe nUldrasah as a subsystenlin the national
cducatiollul systeJn has heen facing arious problenls,
S()I1IC rl'sulting fnull such an external cause as
glohalizatioll and SOUle others froln such internal
causes as lilnitations of human resources and the
ratification of Law No. 22 of 1999. Among the efforts
to solve the prOOlCI11S are refonnation and

reorientation of the educational system in the
institution.

Some of the reformation involves the policies
taken by the institution in matters such as decisions on
future fornlats and options· in affiliations with· the
Department of National Education or the Department
of Religion with the various consequences and
implications (including equality of output with that of
public schools). Other efforts take the form of
ilnprovenlents of human resources through various
breakthroughs), the establishment of model madrasahs
and integrated madrasahs, etc. The reorientation ofthe
Islamic education at themadrnsahis' done among
others by making reorderingsin its "mission, vision,
and function and through diversifications of . its
departments and course programs (formerly
dominatc'd by course programs on religion, . now
consisting also of course programs on general
subjects, skills, 'and vocations) while still retaining its
specific characteristics.

Jt is hoped that these efforts can be the early
solutions in responding to the challenges of the future
ittHI fhtt tthtt ntiutH1J iit~fiHUiou tUIl pIny fl hlgger paU

in the preparation of human resources possessing
cOlnpctitive competence and added values - mastery of
science and technology and possession of
cOlnnlendable morals.
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Pendahuluan
Ada dua tantangan yang harus di hadapi

oleh lelnbaga pendidikan Islam, khususnya
Inadrasah'l saat ini. Pertama'l tantangan dari lua.·,
yakni globalisasi atuu kcscjagatnn. Kcdua,
tantangan yang datangnya dari daJam berupa
kesetaraan mutu lulusan dan penyelenggaraan
~"pendidikan" sebagai implikasi dan ratitikasi
lJndang-Undang No. 22 Tahun 1989 tentang
SistCI11 Pendidikall Nasional dan Undang-Ulldang
No. 22 l"ahun 1999 tentang Pemerintah Pusat dan
Daerah, yakni keterbatasan sumber daya manusia
yang dillliliki.
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Pendidikan di Madrasah
Selama ini menurut UU No.2 Tahun 1989

tcntung Sistem Pendidikan Nasional dan PP No.
27 'rahun 1990, PP No. 28 Tahun 1990, PP No.
29 Tahun 1990~ dan PP·'No. 30 Tahun 1990,
ditafsirkan bahwa ,Ielnbaga pendidikan Islam,
yang diakui sebagai sub...sistem dari pendidikan
nasional hanya Inencakup/meliputi . Ruadatul'
Atfal (RA)/Bustanul Atfal di madrasah

Madrasah

yang akan melnbawa berbagai implikasi dan
konsekuensi terhadap penyelenggaraan
o,lopendidikan" ·ke depan. Dalam UU No. 22 Th.
)999, pada Bab rv ~ pasal 7 ayat (I) disebutkan
Kewenangan Daerah mencakup seluruh bidang
peillbangunan, kecuali kewenangan dalam bidang
politik luar negeri, pertahanan keamanan,
peradilan, moneter dan fiskal, agama, serta
kewenallgan bidang lain. Selanjutnya pada pasal
8 ayat (1) disebutkan bahwa kewenangan
pelnerintahan yang diserahkan kepada daerah
dalam rangka desentralisasi harus disertai dengan
penyerahan dan pengalihan pembiayaan, sarana
dan prasarana, serta sumber daya manusia sesuai
dengan kewenangan yang diserahkan tersebut.
Penllasalahan yang muncul, apakah kewenangan
"pembinaan" terhadap lembaga pendidikan Islam
(madrasah) akan berada di bawah Depag
(kewenangan pemerintah pusat) atau dialihkan ke
£)iknas (kewenangan pemerintah··daerah) I Kedua
pilihan itu dimungkinkan menurut undang
undang.

Tuntutan atau harapan masyarakat adalah
terciptanya lembaga-Iembaga pendidikan yang
Inalnpu menyiapkan manusia yang mempunyai
penguasaan IPTEK yang dibingkai dengan nilai
nilai etis dan moral keagamaan (ketaqwaan)
schingga terbentuk manusia yang mempunyai
akhJak yang mulia (karimah), sehingga
Inelnbawa kebahagiaan lahir·batin'l materiil
spiritual. Dalam rangka itu lembaga pendidikan
Islaln (.nadrasah) perlu mengadakan refonuasi
dan reorientasi.

dan Perguruan
Senlentara
pendidikan di Des:antlren..

seb~gai

tneskipun keberadaan lulusannya sudah diakui .
dan dimanfaatkan oleh masyarakat. Mungkin hal
ini diakibatkan dari pemahaman
formal yang hanya terbatas pada acuan yang
yang acuan

'rantangan yang muncul akibat era
kcscjagatan.. Illengcna segala aspek kchidupan.
Perkclnbangan sains dan teknologi serta
informasi yang hcgitu dahsyat melahirkan
hcrbagai pcrubahan dalam kehidupan" baik
hidang ckonolni, politik maupun sosial budaya.
I)alanl hidang ckonomi, Inisalnya.. adanya
pcrdagangan behas dan kerjasama antarncgara
baik di kawasan regional maupun internasionaL
Pcrdagangan bebas ditandai dengan tingkat
pcrsaingan yang ketal. Hanya barang-
harang/k0 l110d iti yang. berkual itas dengan
ananajclllcn yang haik yang akan mampu
hcrsaing. [)alaln konteks perdagangan bebas
Indonesia tclah Incnandatangalli pel:janjian
AF'rA yang nlulai hcrlaku tahun 2003 dan APEe
yang anulai herlaku tahun 2020. Hal akan
nlclnbawa konsekucnsi Indonesia ke arah
pcrdagangan yang kOlnpetitif dala!TI berbagai
pr(.)duk/ko'HOditi yang disepakatidan Inanngerial
yang baik. In; Incnuntut ketersediaan sUlllber

Inanusia (SI)M) yang bcrkualitas" jika hal
itu tidak dipcnuhi .. sudah jelas dan pasti Indonesia
hanya akan IHcnjadi pClnakai, kalau toh 1118111pU
&llelnbcl;, hahkau Ichih menlprihatinkan
hanya scbag~,i penonton atau bahkan korban,
yang l11au atau tak nuul harus dihadapi.

I)a lan1 hidang p~)litik, denlokratisasi dan
I'IAM Incnjadi isu pokok. Delnokratisasi bukan
lagi nlcnjadi harnpnn'l tetapi sudah Inerupakan
kcbutuhau'l kalau tidak boleh dikatakan
kcharusan, dClnikian juga 111asalah hak asasi
ananusia. [)alaln bcrbagai hal yang berhubungan
dcngan luar negcri, Inasalah tersebut seJalu
tcrkait dan atau dikait-kaitkan (misalnya 111asalah
pcrdagangan.. banluan/pinjalnan luar negeri'l

kcpada IMI: dan Bank I)unia).
Pcngaruh kcsejagatan terhadap budaya'l

Inisalnya adanya pergeseran nilai'l
kcserbalonggaran C",Jermissiveness''1) sudah

di mata.
alas jasa yang
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Madrasah Aliyah (MA) (Depdikbud, 1997: 3-50,
71-127, Depag, 1999/2000: 1-46,176-391). Dari
data tahun 1998 tercatat ada·: t.Ll37 MI Negeri
dan 21.3666 MI swasta, 1.146·M'Ts Negeri dan
9.540 MTs swasta (Husni Rahim, 1999: 2), dan
untuk Madrasah Aliyah ada 3.289 MA yang
92.080/0 (3.029MA) berupa MA sw~sta (DMAP,
2(00) denganjulnlah nlurid 559.505 orang.

Mengenai prospek sekolah keagamaan,
khuslisnya madrasah, dapat diperhatikall dari
gejala dan kecenderungan masyarakat kelas
Illenengah muslilTI menyekolahkan anak-anaknya
ke sekolah-sekolah (madrasah) unggul. Hal ini
tidak terlepas dari kekhawatiran para orang tua
.terhadap dampak ncgatif dari era kcscjagatan
seperti telah disinggung di atas. Namun untuk
Ineillberikan respon positif terhadap gejala ini,
madrasah menghadapi berbagai kendala dan
Inasalah'l dan yang paling berat adalah SDM yang
berkcn131npuan profesional (hampir 70% guru di
MI dan MTs belum memenuhi standard yang
diinginkan (BEP, 1999).

~eformasi Pendidikan di Madrasah
Reformasi pendidikan di madrasah

khuslisnya, dan lelnbagapelldidikall· agalTIa (slain,
puda uillumnya dalaln menghadapi tantangan
scperti dikelnukakan di. depan telah,' sedang, dan
tcrus dikaji dan dicoba dilaksanakan. Hasil
pCllgkajian oleh tim kecil Inenemukenali isu
pokok, yang melljadi bahan pemikiranuntuk
dapat dirumuskan tindakan dan pendekatanyang
dapat ditclnpuh. Isu-isu tersebut antara lain
(~Iusni Rahim, dkk., 2000; 4-14):
a. PCIlHtaan sisteln pendidikan nasiol1al~ yakni

penyel~nggaraan pendidikall dalaln satu
sisteJn, sebagaimana tertuang dalalTI Garis
(,ads Sesar Haluan Negara (GBIiN) 1999.
Saat ini ada sekian ribu lembaga pendidikan
yang berciri ulnum berinduk (berafili~si)

pada DepartemenPendidikan Nasional,
sedangkan sekian ribu lembaga pendidikan
yang berciri agama berinduk pada
I)epertemen Agan,'a. Kedua jenislelnbaga
pendidikan tersebut, selain memiliki
beberapa kesamaan elementer juga
Inenlpunyai perbedaan yang dipandang
Inendasar dalam berbagai aspek, antara lain,
kllrikululn, kualifikasi lulusan, ,pembi~yaan,

status dan program studio Keragaman dalam
pelbagai diJnensi mempunyai hubungan
dengan setting historis, perkembangan
kebijakan pemerintah dari kurun ke kurun



11l8syarakat dan Ke~)laI)an seluua fihak dalam
penataan· sisteln nasional
alternatif
pilihan terbaik

masa

agalna yang dikecualikan dalam UU No.
22 Th. 1999.

'3) Pandangan ketiga Inl merupakan
komproJui antara elemen-elemen yang
ada dalam kedua pilihan, Departemen
Agama melnilih sistem pertama dengan
catatan nlenyerahkan sebagian dari
ullsur-unsur seperti pendanaan, fasilitas,
....recruitment" tenaga, mengingat luasnya
cakupan, keragaman kebutuhan atau
apirasi, potensi dari daerah-daerah
masing-Juasing, sejalan dengan prinsip
priilsip yang ada dalalTI otonomi seperti
dekonstrasi, pemberian bantuan. Hal ini
dapat dijadikan pilihan dengan
pertimbangan pelbagai faktor seperti
kesiapan dilihat dari sumber daya
nlanusia, budaya organisasi dan
persoalan psikologis yang Inenyangkut
lunat. talnpaknya opsi ini patut
dipertimbangkan.

c. Madrasah (sekolah umum bercirikan agama
Islant) dlam pelbagai tingkatan (MI, MTs,
dan MA) diakui sebagai jenjang pendidikan.
Namun kesetaraan mutu hasil (terutama
bidang sains) dan penyelenggaraan
lipendidikan' (dukungan dana) dengan
sekolah-sekolah yang berada di bawah
[)iknas dalam padanan tingkat, secara umum
Inasih tertinggal. Keadaan ini Inempunyai
kaitan dengan beberapa hal sebagai berikut :
1) Pemerataan dukungan sunlber daya

(equal dislribution of resource) untuk
Incnyelenggarakan pendidikan masih
Iotilnpang~. Akses terhadap perolehan
dukungan sumber sarna antara madrasah
dengan sekolah di bawah Diknas masih
belum terealisasi secara seilnbang (Bray,
1997).

2) 'fenaga kependidikan terutalna
untuk matter atau ilmu
pengetahuan umum masih belum
Inemenuhi kebutuhan dilihat dari
dan mutu. dilihat masih

111CIllbcrikan i.nplikasi terhadap kehcradaan
Ic.nbaga pendidikan Islam dan kinc~jallya.

Setclah l11clalui kctiian dan diskusi dcngan
pelbagai pihak., scperti : pesalltren~ nara
Slllllbcr dari Pcrguruan l'inggi Agalna dan
lJMlJM., birokrasi Depag dan ·I)iknas.,
diperolch satu kcsepakatan tentang perlunya
satll SistCI11 Pcndidikan Nasional~ yang dalalll
iluplell1cntasinya dapat dipahalui dalanl dua
Inakna., yaitu:
I ) Satu sistenl dipahami dalam kontcks visi~

nlisi~ dan standarisasi kOlnpetensi untuk
111asing-nlasing jenis dan jcnjang
pendidikan. ()alanl pClllahaman pertanla..
pcnyclengg,araan kegiatan pendidikan
dalanl ""(Iunia persckolahan~" dapat
dilakukan olch pelbagai instansi
l)cphankcUH., [)epag, dan Deptan. Oleh
karcnanya sctiap instansi dapat
Incnyclenggarakan kegiatan pendictikan
dalanl dunia persckolahan dcngan
ulcugacu kcpada misi~ visi dan slandar
IBulu yang tclah ditetapkan,
Satu atap dalaln seluruh dilllcnsi

111isi dan penyelenggaraan
pcndidikan. Berdasarkan pelllahalnan
keetua., pcnyclenggaraan pendidikan
Incrupakan otoritas dad Depdiknas yang
kc\venangan penyelenggaraannya di
scrahkan kcpada Daerah sebagai
kOllsckucnsi dari UU No. 22 tahun 1999.

h. Pcnyclcllggaraan pendidikan Isla111
(anadrasah) pasca ratifikasi No.
1999 atau ilnpicillentasi otonolni daerah.
'I'entang isu ini telah diidentiHkasi dua
persoalan utalna., yaitu : penyelenggaraan
OCliHIIOH(an dan otonolni n.ll.:30.10,.1I ... .nrSIl:'

l)ahul1 kaitan butir pertanla~ diidentilikasi
dua pandungan ckstrem dan satu:pandangan
konlpnllni.,

) Inadrasah
~, •• n",·.n~nh daerah

aJ....... L::.'-'.VIllIUII sckolah-sckolah yang bcrada
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Illutu yang discpakati bers<llna antara Depag
dan ()iknas.

h. {Jntuk Illcnjaga kcletpaduan, kekhasan~ dan
standar lllutulhilliHnal yang relatif sallla~

nanlpaknya aItcrllatif kedua dengan bebcrapa
cata1an (abantuan pendanaall yang 'Ioa.dir~

olch dacrah tnasing-masing, terutalna daerah
yang Iol.lnampll~~) Inerupakan pilihan yang
cukup hnik., saa( ini. Dan selanjutnya apabila
kualiat<ls sudah ha'llpir merata dan pcrlakuan
haillpir ....adil''' scrta kemanlpuan daenlh sudah
Illclnaclai .. altcrnatif ketiga dengan otonolni
Icbih luas bisH schagai pilihan selanjunya.

c. I)cngan nlclllpcrhatikan peran dari
pcndidikan di nu\drasah yang telah hcgitu
hcsar sunlhangannya dalalll ikut 111cwujudkan
dan 1l1cnccrdaskan bangsa, Illaka perhatian
dan pcrlakuHn pemerintah yang Jebih
proposional dan adal terhadap mereka sudah
sclayaRllya dihcrikan. Untuk Inenguatkan
perhatian dan pcrlakuan tersebut agar tcr:jaga
kesinaillbungannya (bukan kemauan politik
scsaat) Inaka dorongan dalanl hcntuk
perundang-lIlldane atau peraturan pC1llcrintah
perlu dihuat.

l{cJ(lrnlHSi pClldidikan. di Inadrasahyang
hcrsiHlt praktis (opcraional) antara lain:
u. Pcnyiapan ICluhaga pendidikan lIl1tuk

111cIlguhah sikap dan cara kel:ja sesliai l11isi
otonolni pcndidikun melalui pelbagai upaya
antara laill~ 1l1cIllanfaatkan pclbagai ..' f()rUlll
kelolllp()k KCI:ia Madrasah (kepaln Madrasah
dan pegawai) dan 13P-3 (pengurus yayasan,
orang tua I wali Illurid), dan pelnbentukan
KOlllisi Penaschat tingkatKabupaten
(District Advsory C\)mmittee / DAC)

h. Peningkatan k('~lnanlpuan profesiol1al guru
dalanl bi~lang kcilmuan melalui berhagai
tcrobosan-:~" sckolah ke luar negeri, progranl
kelanjutan studi.. scrtifikasi, dan pelatihan /
penataran.

c. Peningkatan kCl11<lInpuan leader.\'hifJ skills
dari para kepala Inadrasah dalam Inenggalang
sUlllhcr daya yang ada di l11adrasah dan
lingkungall. Iial ini merupakan bagian dari
upaya dalal11 l11cwujudkan sustainahilitas
lenlbaga pendidikan dalam melllhcrikan
layanan pcndidikan yang bCflllutu,
l11cncl:jclllahkan c(}/l1munity ba.,'ed educaliol1.

d. Pencrapan ('{Jllln1unity .education yang
111crupakan kOllsep dan pendekatan
penyclcnggaran pcndidikan berbasis pada
kebutuhan tnasyarakat. Penerapan school
ha.\'ell/l1anage/l/(II1/ juga dimaksudkan untuk

nlenjadikanmadrasah sebagai unit otonom
yang melnberikan layanan kepada
lnasyarakat sesuai dellgat;l perkembangan
atau tuntutall l11asyarakatdan' standar mutu.
.~alini merupakan tindak lalljut dari platfonn
rcfonnasi pendidikan dan pengenlbangan
sliinher daya Illanusia yang telah disusun oleh
Diljen Binbaga Islam Qepag RI (malik Fajar,
dkk, .1999:44~53)

c. Ekspansi'kapasitas, perluasan pendidikan
untuk menyediakan pendidikan bagi
sebanya.k-sebanyak pembelajar sesuai
kebutuhan yang dikehendaki oleh berbagai
fihak yang ada dalaln masyarakat
(Illeningkatkan daya talTIpung / penalnbahan
lokal baru), tanpa mengabaikan kebutuhan
dan kesesuaian pennintaan.

Reorientasi Pelldidikall di Mad."asall

Dalam Inenghadapi tantangan besar dan
berat scperti disebutkan di atas, lelnbaga
pendidikan lslanl (Iuadrasah) melakukan
berbagai .reori"entasi. Untuk usaha· itu'l yang bisa
disebutkan antara lain:
a. R.edetinisi ulang dan kesefahalnall terhadap

Inakna pendidikan di kalangan lembaga /
pellgelola pendidikan Islam. Seperti telah
disinggung di depan, ada kalangan sementara
pcndidik (guru) yangpolah-tingkahnya tidak
hisa diteladani. Perilaku Inereka tidak terlalu
berbcda dengan pekerja pabrik, atau .profesi
lain. Oleh karenanya tokoh .pondok terkenal
(Gontor), mengusulkan adanya keseragaman
pelnaknaan terhadap pendidikan (dikalangan
Islanl). Menurut beliau, Pendidikan Islam
tidak sekedar pengetahuan tentang mendidik,
1l1cndidik merupakan wujud dari keseluruhan
tingkah laku sebenarnya tentang apa yallg di
lihat di dengar, dan di rasa (Abdullah Syukri
Zarkasi, . 1999:2). lni akan melnbawa
konsekuensi tentang aspek terjang dari apa
yang dilakukannya dalam rangka
Illelaksanakall tugas mendidik. Oleh
karenanya tidak mengherankan kalau j ika
sebagai pimpillan/pel11i1ik podokmisalnya, ia
l11engatur kehidupan pendidikan santri dan
dinlcnsi lahir dan batin. Sebagai contoh
cakupan dari / implikasi dari pendefinisian
pendidikan semacam ini, memandang bahwa
jika ia mengirilllkan atau Inenugaskan para
santri di daerah X, mendapatkan kesulitan
untuk mendapatkan air. Mengambil air untuk
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demikian . dltlar;ap~~an

keintlektualan 111"'1 ",n.£L

nloral ke-Islalnan. Pada f2:11:lraliln\f3 ..... ,o.......... 1.1'.,..........

dan reorientasi pelldldJ~~an

upaya untuk
pengkajian sains yang didasari

dan

dari 111adrasah swasta yang 111enjadi pusat
helajar bersa,na untuk sekolah-sekolah yang
herada dalanl organisasi yang sarna. Juga
dihHrapkan akan muncul keragaman
kOlnpetisi dari masing-masing madrasah
Illodel swasta dalam bidang tertentu (core
cOJnpetence). Dengan cara demikian,
diharapkan akan Inenjadi pertukaran sUlnber
daya insani dalam bidang yang berbeda
kepada marasah-Inadrasah swasta dalam
pelbagai jenis (MI, MTs, dan MA) dari
organisasi IsJaJn.

d. Penyediaan nara sumber sains, Inatenlatika
dan bahasa asing dilakukan dengan
nlenyekoiahkan guru-guru kepada jenjang S2
atau khusus (nlGster teacher) di dalam dan
luar negeri. Guru-guru yang disekoJahkan
selanj utnya bertugas sebagai tutor atau
pelnandu untuk guru-guru yang ada di
11ladrasah nl0del untuk Ineningkatkan
penguasaan keilmuan dari guru-guru bidang
tcrsebut. Pada sisi lain mereka juga
berkewajiban luemberikan technical
assistance dalalll bidang keihnuan tersebut
111elalui KKM. Ke depan diperlukan
penyiapan disain besar pengembangan
kOlnpetisi guru dalaln bidang-bidang
keihnuan dengan memanfaatkan konsep
school based resource developnlent. Untuk
itu pula, (kantor) pusat perlu Inerulnuskan
dan menetapkan kebijakan tentang
pengelnbangan kOlnpetisi guru madrasah dan
jenjang karir berdasarkan kompetisi guru.
Dengan keputusan ini, setiap kegiatan
pendidikan dan pelatihan harus secara jelas
ditegaskan (a) kemampuan apa yang akan

untuk
diklat dan jenjang berdasarkan standar
kOlnpetensi keihnuan, (b) waktu untuk
luasing-masing jenjang kompetensi,
prospek bagi guru yang telah melnglJKutl
dan jenjang pelatihan serta membuat nre:stasl
di Inadrasah l11asing-masing.
Pe.lvnl~.n1~n buku oelalaran h.a.......... n, ...........

dimaksudkan agar
sains

Pondokdikelola oleh swasta,
I)esantrcn atatl ()I'1!~anlSaSI

tclah dirintis
1\'('11£'111('

kcpentingan SCllltl lingkungan para santri
Inerupakan bagian dari usaha pendidikall.

h. PClnhcntukan JH<H.irasah-lnadrasaJ'l IHodel
(MIN Model.. M'rsN Model, dan MAN
Model) dengan visi .. misi, dan fungsi tcrtcntu.
Visi Illadrasah Model adalah Inenyiapkan
lapisan tcrdidik yang menguasai ilmu
pengctahuan dan tcknologi .. 1l1clniliki akhlaq
tl1tdia.. Inandiri dan profesional yang lll<ll11pU
Inenlherikan sUJnbangan penting bagi
111asyarakat Indonesia dalaln Inenlasuki abad
ilnlu pcngctahuan dan teknologi, kcscjagatan ..
dan hak asasi Inanusia. Dengan dasar visi
Inisi Madrasah Model adaiah
l11cngcnlbangkan pcndidikan atau DC11lgaiiarclil
ilnlU pcngetahuan dan teknologi
1_, .....1·.,... 1.1.\.£· dalaln rangka Ine~nIIH!I<~au\an

dan produktivitas
l11cnyclcnggaTakan pendidikan aganlH Islaln
sehingga t~rhina siswa yang tnenliliki
wawasan ke-Islalnan dan berakhlaq
Incrnhangun sincrgi antar lelnbaga-Iclnoaga
pcndidikan yang ada dalanl rangka
Inenlpcrccpat peningkatan kualitas
pendidikan., l11clnadukan keunggulan
Inadrasah dengan keunggulan-keunggulan
yang ada da hun masyarakat tentang
pentinganya pcndidikan dalarn rangka
peningkatan kualitas dan partisipasi dalanl
pendidikall (Muljanto Sunlardi & l)idin
SyafrtuJdill'\ 19<)9:3). Adapun peran
Madrasah Inodel tcrhadap 111adrasah hukan
InodeL antara lain: sebagai contoh tcnnasuk
dalanl peJllhclajaran yang ." J11Clnilih
pendckatan pClnhelajaran siswa aktif (student
Active I"carni"c'a.?:). Selain Inengenlban fungsi
tcrschuL

kcpcrnilnpinan pcndidikan,
supcrvisl akadclnik, layanan lasililas
pendidikan.. dan layanan
( SlHuardi &Didin

999:4 ).
Co Madrasah Model

M LM')'s da M/\
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f. I)ivcrsifikasi program pcndidikan di
tnadrasah:
I) Madrasah tL~rp~du 111erupakan ikhtiar

dalanl rn~I~,ihgkatkan 111utU Inadrasah
yang terintcgrasi dari satu jcnjang ke
jcnjang lainnya (MI ~ Mffs -7
MA).t Jpaya ini din1aksudkan schagai
qualily assurance dari- jcnjang
bcn.lasark'lll kompetisi dari IllHsing..
lllasing. Sckat-sekat yang 111cnunjuk
jcnjang dapal dicairkan .dcngan luodel
'kcpclninlpiuan' yang lncngiJltcgrasikan
antar jenjaug. I)engan eara ini sUlllber
daya insani (guru) dapat dimanfatkan
dcngan proscdur yang lebih cepat.
Madrasahtcrscbut dapat l11cnerapkan
kOlupctensi srtalldar yang harus
diusahakau untuk nlasing~nlasing dan
dcngan can, jni akan tcrbentuk (,illl ke~ja

pCI' hidang studi dari luasing-Inasing
jcnjang. ('uru-guru dari inasing-nlasing
jcnjang Il,adrasah akall secant cepat
Illcngctahui ara yang harus ditckankan
dalanl Incll)'clcnggarakan sul?jecl untuk
1l1asillg-nltlsing. Tingkat penguHsaan
hidang' shuli dari lulusan Ml yang
Inclal~jlltkan kc MTs dapat dikctahui,
schingga gU"ru pada M'l's dapat
1l1cralH.:ang prograln u'ltuk nlcnanlhah /
1l1clnpcrkuat kcpada Inurid-Illurid M'rs
bartl. Begihl juga guru-guru MA dapat
Illclakukall upHya serupa sebagailnana
yang dilakukall oleh guru-guru Ml's.
Madrasah pada jenjang yang lebih tinggi
dapat 111cnlhcrikan masukan tClltang apa
yng rerlu ditckankan dalam penguasaan
konscp-konscp dari bidang studi agar
1l1cIlludahkanillurid tcrs~but Illcngikuti
pClllbclajaran. Pada lain sisi~ proses
sosialisasi 1l11lrid ant'lr jenjang dapat
dengan IlHldah diwlUudkan. I)cngan
delll ik ial1~ kcberanian anak untuk
hcrhadapan dcngan tenlannya yang
hcrhcda 1ingkatan (sekolah) dapat
hUllhuh.

:!) Madrasah 1\ liyah Progralll Kl'aganutan\
(MAPK) diselenggarakan untuk
1l1enyiapkan illdividll yang nkun Inen
dalailli ihull pengetahuan agalna Islan1
(ahli aganul) dan lulusan Inadrasah ini
dapat melanjutkan kepergllfllan tinggi
aga'113 Isle-un di dalalll dan Illar negeri
(studi Islaln).'

3) Madrasah kejuruan (MK) dilaksanakan
untuk' me'llberikan bekal bagi siswa
siswi yang tidak dapat melanjutkan
kepada jelljang lebih' lalljut karena
kctidaklnalnpuan secara ekonomi. Jenis
keterampilan yang diberikan didasarkan
kcpada peluallg kerja/pasar yang ada.

PeRuttl..
I~cfonnasi dan reorientasi pendidikan di

Illadrasah dilakukan dari segi kebijakan dan
prakl.is. Dari segi kebijakan, diajukannya
bcbcrapa lIsulan untukmengkaj i dan memberikan
pcnufsiran ulang terhadap sistem perundang
undangan yang berlaku saat ini, serta kebijakan
kcbijakan barll.Dari segi praktis diarahkan
kcpada redefinisi ulang terhadap makna
pcndidikan, visi, misi dan fungsi madrasah
allodel, serta berbagai aksi untuk menghadapi
tantangalf saat ini dan mendatang (Illelalui
divcrsifikasi 4an pendalaman materi), sehingga
tcrcipta insan yang berpengetahuan dan
berakhl<lk Inulia.

()cngan reformasi dan reorientasi
pcndidikan di madrasah ini diharapkan bisa
Illcnjadj altenatif soJusi awal untuk memperbaiki
gagalnya pandangan modernitas dan·modernisme
pcndidikall barat yang "menjanjikan" akan
l11cwujudkan kesejah~eraan kehidupan l11anusia
lahir-batin, materiil-spirituil, dan pengembangan
potcnsi agamis.' .UnJuk mencapai hal tersebut,
illlplenlcntasi dari kebijakan dan langkah-Iangkah
aksi perJu dijaga agarselalu dalam jalur yang
digariskan. Dukungan dari· semua elemen bangsa
akan Illelnbantu lnewujudkan harapan tersebut.
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